BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

[ SALINAN ]

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

masih terjadi pada tahun 2021 yang berpengaruh

a. bahwa untuk memperhatikan kondisi pandemic Covid-19 yang

terhadap

pelaksanaan kegiatan yang memerlukan biaya perjalanan
dinas, maka perlu dilakukan perubahan dengan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan

perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai  Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan

Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2021.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia Tahun 1945;

Republik

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tk.IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4286);

Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4355);

Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4400);

Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan = Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lebaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor 21 Tahun 2020 Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 21)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambahkan huruf g, sehingga Pasal
8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen-komponen
sebagai berikut:

uang harian;

uang representasi;

biaya penginapan,;

biaya tiket pesawat;

biaya sewa kendaraan (taksi);
biaya transportasi darat;dan
biaya rapid test.

mme a0 TR

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 9

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
terdiri atas uang saku, uang transpor lokal dan uang makan
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah
lebih dari 8 (delapan) jam.

(2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi
ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, tetap
diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi
8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

(4) Uang harian perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari kedua dan
hari terakhir hanya mendapatkan uang harian, sedangkan hari
pertama dan hari terakhir mendapatkan biaya perjalanan dinas
yang dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus).



(5) Khusus untuk pegawai perwakilan Kabupaten Polewali Mandar
di Jakarta dapat diberikan uang harian saat mendampingi
Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan dalam rangka
koordinasi dengan lembaga kementerian dengan melampirkan
pertanggungjawaban berupa SPPD yang telah tertandatangani.

(6) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b hanya diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan
anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat
pada jabatan, yang diberikan secara lumpsum.

(2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal yakni Pasal
14.a, sehingga Pasal 14.a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14.a
(1) Biaya rapid test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
merupakan biaya melakukan metode skrining untuk
mengetahui seseorang reaktif Covid-19 atau tidak.

(2) Dalam hal tempat tujuan mewajibkan rapid test, dapat
diberikan biaya rapid test dengan melampirkan bukti rapid
test.

(3) Besaran biaya rapid test at cost.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd
BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2021

SPALA BAGIAN HUKUM

3. _at : Pembina TK.I
“Nip : 19630420 198503 1 013



